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Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia , pemanfaatan
teknologi informasi , sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai
informasi pelaporan keuangan pada BPKAD Kota palopo, penelitian ini dilakukan pada kantor
BPKAD kota palopo yang beralamat JI. Jend Sudirman No. 163, Binturu. Data yang diperoleh
melalui pembagian kuisioner dengan skala likers. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 orang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa
Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern
Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah Hasil uji parsial (uji t), menunjukkan bahwa Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan
Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.
Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 < 0,5). Hai ini berarti semua variabel
independen berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah sebagai variabel
dependen.

Kata Kunci : Faktor nilai informasi pelaporan keuangan, BPKAD kota palopo

This study aims to determine the effect of the quality of human resources, the use of information
technology, internal control systems, regional financial supervision on the value of financial
reporting information at BPKAD Palopo City. This research was conducted at the Palopo City
BPKAD office which is located at Jl. Jend Sudirman No. 163, Binturu. The data obtained by
distributing questionnaires with a Likers scale. The sample in this study amounted to 63 people.
The results of this study indicate that simultaneous testing (F test) shows that the quality of human
resources, the use of information technology, internal accounting control and regional financial
control simultaneously affect the value of regional financial reporting information. Quality of
Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal Accounting Control and
Regional Financial Supervision have an effect on the Value of Regional Financial Reporting
Information. This is evidenced by a significant level <0.05 (0.000 <0.5). This means that all
independent variables have an effect on the Value of Regional Financial Reporting Information as

the dependent variable.
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PENDAHULUAN
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah
mendorong pemerintahan pusat dan
pemerintahan  daerah untuk  menerapkan
akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat
diartikan sebagai bentuk kewajuban
pertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas

dalam konteks institusi pemerintah
didefinisikan secara sempit sebagai
kemampuan untuk memberikan jawaban

kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan
pimpinan instansi pemerintah didefinisikan
secara sempit sebagai kemampuan untuk
memberikan jawaban kepada otoritas yang
lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi
pemrintah terhadap masyarakat secara luas atau
dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Faktor lainnya yang juga
mempengaruhi  nilai informasi  pelaporan
keuangan pemerintah adalah pengendalian
intern akuntansi. Oleh karena itu sistem
akuntansi  memerlukan pengendalian intern
atau dengan kata lain sistem akuntansi
berkaitan erat dengan pengendalian intern
organisasi (Mahmudi, 2007).

Informasi yang terdapat di dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan
para pemakai.Informasi yang bermanfaat bagi
para pemakai adalah informasi  yang
mempunyai  kualitas, dapat menudukung
pengambilan keputusan dan dapat dipahami
oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah
daerah wajib memperhatikan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah  untuk  keperluan  perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan
keputusan.(Febry Perdana Kusuma, | Nyoman
Mahaendra Yasa, 2016:2)

Laporan keuangan dikatakan
berkualitas apabila memenuhi kriteria relevan
dan reliabel.Laporan keuangan dikatakan
memiliki nilai reliabilitas apabila mempunyai
nilai prediksi atau nilai feedback dan disajikan
tepat  waktu.Sedangkan  kriteria  relevan
terpenuhi jika laporan keuangan dapat diuji,
netral, dan dipercaya.Oleh karena itu dalam
membuat laporan keuangan diperlukan sumber
daya manusia untuk menjalankan sistem yang

ada. Untuk dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan
kualitas sumber daya manusia dan sistem
penendalian intern yang baik. Oleh karena itu,
dalam  mewujudkan  keterandalan  dan
ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah
tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat.

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem
informasi  membutuhkan  manusia  untuk
menjalankan sistem yang ada , dengan adanya
Sumber daya manusia yang bekerja sesuai
dengan kapasitasnya juga dapat menghemat
waktu pembuatan laporan keuangan. Untuk
menghasilkan  informasi  keuangan  yang
bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan
keuangan harus disusun oleh personel yang
memiliki kompetensi dibidang pengelolaan
keuangan daerah dan sistem akuntansi.(Sonia,
2016:3).

Pengendalian merupakan suatu proses
yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia
dan sistem teknologi informasi yang dirancang
untuk membantu organisasi mencapai tujuan
tertentu. Pengendalian intern adalah suatu cara
untuk  mengarahkan, = mengawasi, dan
mengukur sumber daya suatu organisasi serta
berperan penting dalam pencegahan dan
pendeteksian penggelapan (fraud).

Selain kualitas aparatur daerah dan
pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan
keuangan daerah juga turut menentukan
kualitas pelaporan keuangan daerah. Karena
pada akhirnya, diperlukan suatu proses
pengawasan keuangan daerah untuk
memberikan  keyakinan yang  memadai
mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah
yang tercermin dari keandalan laporan
keuangan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan
program dan Kkegiatan serta dipatuhinya

peraturan perundang-undangan.(Loli Efendi,
Darwanis, 2017:3).
Pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan
pengawasan adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintah
daerah berjalan secara efektif dan efesien
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sistem akan berjalan
baik apabila ada pengawasan yang memastikan
sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk
mendukung kualitas laporan keuangan yang
baik. Perlu adanya suatu pengawasan dalam



pengelolaan anggaran daerah tersebut agar
semua proses berjalan dengan baik sehingga
dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan
yang baik.

Terkait dengan hal itu,pemerintah
telah menetapakan regulasi yang mewajibkan
setiap instansi pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsinya kepada pemberi
amanat.pertanggngjawaban tersebut
merupakan bentuk akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan atas

kewenangannya dalam menegelola sumber
daya yang ada.Akuntabilitas merupakan
bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang
dilakanakan secara periodik. Akuntabilitas
dan transparansi penegelolaan keuangan
pemerintah pusat maupun daerah merupakan
tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan
administrasi sektor publik.salah satu pilar
utama perekonomian suatu daerah adalah
adanya akuntabilitas dari para pemangku
kekuasaan yang terpercaya dan
bertanggungjawab dalam mengelola sumber
daya publik yang diberikan masyarakat dalam
membiayai pembangunan dan berjalanya roda
pemerintahan.(Lilis setyowati, Wikan Isthika,
2016:2) .

Penelitian  mengenai  faktor-faktor
yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan,
diantaranya dilakukan oleh indriasari (2008),
yaitu menentukan bukti empiris bahwa sumber
daya manusia di sub bagian akuntansi/tata
usaha keuangan yang ada di kota palembang
dan kabupaten ogan ilir diakui masih sangat
kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.
dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang
ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi,
yaitu kepala bagian sub bagian akuntansi/tata
usaha keuangan. Sedangkan dari = sisi
kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub
bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
Uraian tugas dan fungsi sub bagian
akuntansi/tata usaha keuangan yang ada masih
terlalu umum (belum terspesifikasi dengan
jelas)

Hasil penelitian ini berbeda dengan
hasil  penelitian yang dilakukan oleh
winidyaningrum (2010), yang memberikan
temuan empiris bahwa sumber daya manusia di
sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di
pemerintah daerah subosukawonosraten

(surakrta, boyolali, sukoharjo, karanganyar,
wonogiri, sragen, dan klaten) sudah
mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun
kualifikasinya. dari sisi jumlah, Beberapa
satuan kerja yang ada memiliki beberapa
pegawai akuntansi, dari sisi kualifikasi,
sebagian  besar pegawai sub  bagian
akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas
dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha
keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan
jelas.

Perbedaan inilah yang membuat
peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul*
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai
Informasi  Pelaporan Keuangan Pada
BPKAD Kota Palopo”. Penelitian ini akan
dilakukan pada BPKAD kota Palopo
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia
berpengaruh  terhadap nilai informasi
pelaporan pada BPKADKota palopo?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh  terhadap nilai informasi
pelaporan keuangan pada BPKADKota
palopo?

3. Apakah pengendalian intern berpengaruh
terhadap nilai informasi pelaporan pada

BPKADKota palopo?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah
berpengaruh  terhadap nilai informasi

pelaporan pada BPKADKota palopo?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini

dimaksudkan untuk  menegtahui  dan

memperoleh bukti secara empiris terkait
dengan:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia
terhadap nilai  informasi  pelaporan
keuangan pada BPKAD kota palopo.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi
terhadap nilai informasi  pelaporan
keuangan pada BPKAD kota palopo.

3. Pengaruh pengendalian intern terhadap
nilai informasi pelaporan keuangan pada
BPKAD kota palopo.

4. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap
nilai informasi pelaporan keuangan pada
BPKAD kota palopo.



Tinjauan Pustaka
Landasan Teori
Keuangan
mendefinisikan informasi adalah data yang
penting yang memberikan pengetahuan yang
berguna. Selain itu informasi adalah data yang
telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting
bagi si penerima dan mempunyai nilai yang
nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-
keputusan yang sekarang atau keputusan-
keputusan yang akan datang. Gorden B Davis.
Penelitian ini memfokuskan pada
definisi informasi sebagai pengetahuan yang
didapatkan dari pembelajaran, pengalaman,
atau intruksi dan alirannya. Informasi adalah
data yang telah diberi makna melalui konteks,

Nilai Informasi Laporan

sebagai  contoh, dokumen  berbentuk
spreeadsheet (semisal dari microsoft exel)
seringkali ~ digunakan  untuk  membuat

informasi dari data yang ada di dalamnya.
Laporan laba rugi dan neraca merupakan
bentuk informasi, sementara angka-angka di
dalamnyamerupakan data yang telah diberi
konteks sehingga menjadi punya makna dan
manfaat.

Informasi  merupakan  hasil dari
pengolahan data akan tetapi tidak semua hasil
dari pengolahan tersebut biasa dijadikan
informasi. Menurut Mc.Leod dalam Aldisa
(2010), suatu informasi yang berkualitas
harus memiliki ciri-ciri:

1. Akurat, Informasi harus mencerminkan

keadaan yang sebenarnya.

2. Tepat Waktu, Informasi itu harus tersedia
atau ada saat informasi diperlukan, tidak
besok atau tidak beberapa jam lagi.

3. Relevan, Informasi yang diberikan harus

sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. Lengkap Informasi yang diberikan harus

secara lengkap.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang

berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian

informasi  keuangan. Aspek-aspek tersebut
antara lain lembaga yang terlibat (misalnya
penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah atau pasar modal, organisasi
profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang
berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi

Berterima Umum). (Srimindarti, 2008)

Laporan keuangan pada dasarnya
adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah
yang menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi  suatu  entitas pelaporan, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan  perundang-undangan Pemerintah
daerah mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada
suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggung
jawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan Kkebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga
unsur, yaitu (1) providing information about
decisions and actions taken during the course
of operating entity, (2) having the internal
parties review the information, and (3) taking
corrective actions where necessary.

Suatu entitas yang accountable adalah
entitas yang mampu menyajikan informasi
secara terbuka mengenai keputusan-keputusan
yang telah diambil selama beroperasinya
entitas tersebut, memungkinkan pihak luar
(misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat
secara luas) me-review informasi tersebut, serta
bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk
mengambil tindakan korektif
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan Kkegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan, sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat (Gumanti,2009)

c. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan  menyeluruh  atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan



daerah harus dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatuhan, dan manfaat untuk
masyarakat.(Yuliani, 2017)
d. Keseimbangan Antargenerasi

(intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui
kecukupan penerimaan pemerintah  pada
periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah
generasi yang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Keterandalan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Informasi  laporan  keuangan pemerintah

dikatakan bermanfaat bagi pemakai laporan itu
sendiri apabila informasi tersebut mempunyai
nilai. Hal itu dapat dilihat saat informasi
tersebut dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan. Kualitas dari nilai informasi laporan
keuangan sangatlah penting salah satunya dapat
diukur dengan keterandalan seperti yang diatur
pada PP No.71 Tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa
keterandalan pelaporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan fakta secara jujur serta
dapat diverifikasi.

Keterandalan adalah kemampuan
informasi untuk memberi keyakinan bahwa
informasi tersebut benar atau valid. Menurut
PP 71 Tahun 2010, informasi dikatakan andal
apabila dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan
material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin
relevan.

Suatu informasi mungkin saja relevan jika
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut bisa saja
menyesatkan informasi akuntansi yang terdapat
pada laporan keuangan daerah  harus
mempunyai beberapa karakteristik kualitatif
yang di syaratkan. Kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu
diwujudkan  dalam informasi  akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun
karakteristik  kualitatif laporan  keuangan
pemerintah sebagaimana disebutkan dalam
kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
(peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)
yakni : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat
dibandingkan , dan (4) dapat dipahami. Apabila

informasi yang terdapat di dalam laporan
keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria
karakteristik  kualitatif laporan  keuangan
pemerintah seperti yang disyaratkan dalam
peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan

transparansi  dan  akuntabilitas  dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah

kemampuan sumber daya manusia untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan,
pelatihan, dan pengalaman yang cukup
memadai. (Susanto,2010).
(Menurut Wiley (2002) dalam Azhar

(2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya
manusia merupakan pilar penyangga utama
sekaligus penggerak roda organisasi dalam
usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan
dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia
merupakan salah satu elemen organisasi yang
sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan
bahwapengelolaan sumber daya manusia
dilakukan sebaik mungkin agar mampu
memberikan kontribusi secara optimal dalam
upaya pencapaian tujuan organisasi

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang
baik, SKPD harus memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas, yang didukung
dengan latar belakang pendidikan akuntansi,
sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan
mempunyai pengalaman di bidang keuangan.
Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi,
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
tersebut akan mampu memahami logika
akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya
manusia Pemerintah Daerah dalam memahami
dan menerapkan logika akuntansi akan
berdampak pada kekeliruan laporan keuangan
yang dibuat dan Kketidaksesuaian laporan
dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
(Coryanata, 2016).
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah gabungan antara
teknologi komputer dan teknologi komunikasi (
Kadir  Triwahyuni, 2013:2).  Teknologi
komputer adalah teknologi yang berhubungan
dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan
yang berhubungan dengan komputer seperti
printer, pembaca sidik jari,bahkan flasdisck,
sedangkan teknologi komunikasi adalah
teknologi  yang berhubungan  dengan
komunikasi jarak jauh .



Pemanfaatan  teknologi  informasi
merupakan penggunaan secara optimal dari
komputer (mainframe, mini, micro), perangkat
lunak (software), database, jaringan (internet,
intranet), electronic commerce, dan jenis
lainnya yang berhubungan dengan
teknologi.(Rosnidah, 2011).

Pemanfaatan  teknologi  informasi
mencakup adanya (a) pengolahan data,
pengolahan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronik dan (b)
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
agar pelayanan publik dapat diakses secara
mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah,
2009) dalam  windyaningrum, 2010).
pemanfaatan teknologi juga dipandang sangat

membantu  dalam  menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas.
Harifan (2009), pemnafaatan

teknologi informasi adalah tingkat integrasi
teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-
tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian akuntansi / keuangan memiliki
komputer  yang  cukup  untuk
melaksanakan tugas

2. Jaringan internet telah terpasang di
unit kerja

3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan
sebagai penghubung antar unit kerja
dalam pengiriman data dan informasi
ang dibutuhkan

4. Proses akuntansi sejak awal transaksi
hingga pembuatan laporan keuangan
dilakukan secara komputerisasi

Perubahan dalam pola penyusunan laporan

keuangan daerah yang awalnya secara manual
dilihat tidak efektif, efesien dan untuk nilai
keandalan suatu laporan keuangan masih
kurang keakuratanya karena penyusunan
laporan keuangan secara manual lebih besar

resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu
pemanfaatan  teknologi informasi  dalam
pelaporan  keuangan  daerah  sangatlah

dibutuhkan, teknologi informasi yang salah
satu contohnya adalah komputer akan lebih
akurat dan konsisten dalam melakukan
perhitungan (primayana,dkk, 2014).

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No 60/2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah adalah proses
integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efesien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang —undangan.

Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)
merupakan suatu cara untuk mengarahkan,
mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu
organisasi, Serta berperan penting dalam
pencegahan dan pendeteksian penggelapan
(fraud). Pengendalian intern terdiri atas
kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam
mencapai  sasaran dan menjamin  atau
menyediakan informasi keuangan yang andal,
serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan
yang berlaku. Pengukuran variabel ini
menggunakan instrumen kuesioner, dengan
model skala Likert lima poin. Responden
diminta untuk menyatakan setuju atau
ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang
diajukan  sesuai dengan  kondisi  yang
sesungguhnya. (Megayanti et al. 2015)

Pemendagri No 59 Tahun 2007 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah
merupakan proses yang dirancang untuk
memberikan  keyakinan yang  memadai

mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah
yang tercermin dari keterandalan laporan
keuangan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
program dan Kkegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengawas internal, inspektorat
daerah yang bekerja dalam organisasi
pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti
yang lain adalah menentukan apakah kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen
puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan
berjalan sesuai dengan rencana, menentukan
baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap
kekayaan daerah, menentukan efesiensi dan
efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah
daerah, serta yang tidak kalah pentingnya
adalah menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja
sebagai bagian yang integral dalam organisasi
pemerintah daerah.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai
suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber
daya manusia dan sistem teknologi informasi
yang dirancang untuk membantu organisasi
mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian
intern  merupakan  suatu cara  untuk
mengarahkan, mengawasi, dan mengukur
sumber daya suatu organisasi, serta berperan
penting dalam pencegahan dan pendeteksian
penggelapan (fraud). Pengendalian intern
terdiri atas kebijakan dan prosedur yang



digunakan dalam mencapai sasaran dan
menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang
berlaku.Pada tingkatan organisasi, tujuan
pengendalian  intern  berkaitan  dengan
keandalan laporan keuangan, umpan balik yang
tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan
operasional dan strategis, serta kepatuhan pada
hukum dan regulasi.Pengendalian intern
akuntansi merupakan rencana organisasi dan
metode yang bertujuan untuk mengamankan
aset yang ada pada organisasi tersebut, serta
menguji sejauh mana data akuntansi yang dapat
di percaya.Pengendalian intern digunakan
untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana
suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya
kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan.
Pengendalian intern tidak digunakan untuk
menghilangkan peluang terjadinya kesalahan
dan kecurangan, tetapi dengan adanya
pengendalian intern yang baik akan menekan
resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat
segera diketahui dan diatasi secara cepat agar
tidak menimbulkan kerugian .pelaksanaan
pengendalian intern dapat dilakukan sebelum,
selma dan sesudah terjadinya kegiatan yang
tujuannya untuk menguiji akurasi dan
keandalan data akuntansi dan menjamin
keamanan kekayaan para investor dan kreditur
yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan
menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipercaya (purwono, 2015)

Sistem pengendalian intern (SP1) memiliki
fungsi untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektifitas dan
efesiensi dalam proses akuntansi terutama
dalam menciptakan keandalan keuangan.
Sehingga penerapan sistem pengendalian intern
mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas
informasi dan mencegah inkonsistensi dan
memudahkan proses audit laporan keuangan.
Ada beberapa unsur-unsur sistem pengendalian
intern dalam pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh
pegawai harus menciptakan dan memelihara
lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk mendukung terhadap sistem
pengendalian intern dan manajemen yang
sehat.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian  intern  harus  memberikan
penilaian atas resiko yang dihadapi unit
organisasi baik dari luar maupun dari dalam

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian memasukkan bahwa
arah pimpinan instansi pemerintah
dilaksanakan.Kegiatan  pengendalian  harus
efektif dan efesien dalam mencapai tujuan

organisasi serta sesuai dengan ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi
dari  suatu instansi  pemerintah  yang
bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicacat dan dilaporkan kepada
instansi pemerintah dan pihak lain yang
ditentukan .informasi disajikan dalam suatu
bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu
dan diselenggarakan secara efektif sehingga
memungkinkan pimpinan instansi pemerintah
melaksanakan pengendalian dan
tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan harus dapat menilai suatu nilai
informasi kinerja dari waktu ke waktu dan
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti.
Pemantauan sistem  pengendalian intern
dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil
rekomendasi audit dan reviu lainnya.
Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan
proses kegiatan yang ditujukan  untuk
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada
dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk
menghindari adanya kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan
yang akan dicapai. (Coryanata,2016).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas
publik, pengawasan merupakan salah satu cara
untuk membangun dan menjaga legitimasi
warga masyarakat terhadap kinerja
pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem
pengawasan yang efektif, baik pengawasan
intern (internal control) maupun pengawasan
ekstern (external control).(Rosnidah,2011)
Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat
dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai
berikut:

a. Pengawasan intern adalah pengawasan
yang dilakukan oleh orang atau badan

yang ada di dalam lingkungan unit
organisasi yang bersangkutan.
Pengawasan intern dapat dilakukan



dengan cara pengawasan atasan langsung
atau pengawasan melekat (built in
control), atau  pengawasan  yang
dilakukan secara rutin oleh Inspektorat
Jenderal pada setiap kementerian dan
inspektorat wilayah untuk setiap daerah
yang ada di Indonesia, dengan
menempatkannya di bawah pengawasan
Kementerian Dalam Negeri.

b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan
yang dilakukan oleh unit pengawasan yang
berada di luar unit organisasi Yyang
diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
merupakan lembaga tinggi negara yang
terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan
manapun. Dalam menjalankan tugasnya,
BPK tidak mengabaikan hasil laporan
pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah

C. Pengawasan preventif adalah pengawasan
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan
sebelum  kegiatan itu dilaksanakan,
sehingga dapat mencegah terjadinya
penyimpangan. Pengawasan preventif ini
dilakukan  pemerintahdengan  maksud
untuk menghindari adanya penyimpangan
pelaksanaan keuangan negara/daerah yang
akan membebankan dan  merugikan
negara/daerah lebih besar. Pengawasan
preventif akan lebih bermanfaat dan
bermakna jika dilakukan oleh atasan
langsung, sehingga penyimpangan yang
kemungkinan dilakukan akan terdeteksi
lebih awal.

d. Pengawasan represif adalah pengawasan
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan
setelah kegiatan itu dilakukan.
Pengawasan ini umumnya dilakukan pada
akhir tahun anggaran, dimana anggaran
yang telah ditentukan kemudian
disampaikan laporannya.  Selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan dan pengawasan
untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
penyimpangan.

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKAD
kota palopo yang beralamat di JL.Jend
Sudirman No, 163, binturu. Rentang waktu
penelitian direncanakan £3 (tiga) bulan. .
Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer.Data primer

adalah data yang diperoleh penulis melalui
observasi atau pengamatan langsung dari
perusahaan, baik itu melalui observasi,
kuisioner dan wawancara secara langsung
dengan pimpinan dan staf perusahaan sesuai
dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data
prier yang diperoleh pada penelitian ini adalah
hasil pengisian kuisioner oleh responden, yaitu
kepala dan staf sub bagian
akuntansi/penatausahaan keuangan dan
bendahara pada BPKAD kota palopo.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2010). Sedangkan sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh pegawai pada kantor BPKAD
kota palopo sebanyak 131 orang.

pengambilan sampel (sampling method)
terhadap responden dilakukan secara purposive
sampling karena informasi yang akan diambil
berasal dari sumber yang sengaja dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
peneliti sebelumnya vyaitu : (1) Pegawai / Staf

BPKAD, (2) Pegawai yang bekerja dibidang

keuangan, (3) Bendahara. Oleh Kkarena itu

sampel pada penelitian ini adalah para pegawai
yang memeliki fungsi akuntansi/tata usaha
keuangan BPKAD kota palopo, yang meliputi
kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan

keuangan dan bendahara yang berjumlah 76

pegawai jumlah Kkusioner yang disebar

sebanyak 76 kuisioner.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan
suatu cara yang digunakan untuk memperoleh
data. Adapun metode pengumpulan data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Angket (kuesiner) adalah cara
pengumpulan data dengan menggunakan
daftar pertanyaan (angket) atau daftar isi
terhadap obyek yang akan diteliti. Teknik
angket dini digunakan penulis untuk
memperoeh data melalui pertanyaan
tertulis yang diberikan kepada kepala dan
staf sub bagian akuntansi/penatausahan
keuangan dan bendahara BPKAD kota
palopo.

2. Pengamatan (observase) yaitu metode
pengumpulan data dengan cara terjun



langsung kelapangan untuk melakukan

pengamatan terhadap pegawai kantor
BPKAD Kkota palopo.
3. Wawancara (interview) vyaitu metode

pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab terhadap informasi yang
dalam hal ini adalah pegawai kantor
BPKAD Kkota palopo.

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum BPKAD Kota Palopo
Pada awal di bentuknya Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata kerja
sekertariat daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah kota palopo. Dinas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah
mempunyai  tugas melaksanakan  urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembentukan dibidang pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
Setelah adanya peraturan daerah kota palopo
nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah, dinas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah berubah
menjadi badan pengelolaan keuangan dan aset
daerah (BPKAD).
Tugas dan Fungsi BPKAD Kota palopo
Secara umum kepala badan mempunyai tugas
pokok membantu walikota dalam
melaksanakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Sedangkan berdasarkan
fungsinya badan pengelolaan keuangan dan
aset daerah menyelenggarakan :
a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan
keuangan dan aset daerah
b. Pelaksanaan fungsi bendahara umum
daerah (BUD) penyelengaraan kegiatan
teknik operasional dan fungsional di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
c. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan
aset daerah
d. Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh
walikota sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan walikota palopo
Nomor 57 tahun 2016 tentang susunan
organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi
serta tata kerja badan pengelolaan keuangan
dan aset daerah kota palopo bertugas untuk

menyelenggarakan ~ fungsi  pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi
pengagguran, penatausahaan, akuntansi,

pelaporan dan pertanggung jawaban daerah.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, badan
pengelolaan keuangan dan aset daerah juga
berperan  sebagai  pejabat  pengelola
keuangan daerah sekaligus bendahara
umum daerah, sebagaimana di atur dalam
peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang pengelolaan keungan daerah:

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Kuangan
dan Aset Daerah (BPKAD)

Visi

” Terwujudnya Kota Palopo sebagai Kota
Pendidikan, Jasa, Nyiaga, dan Agro Industri
yang berwawasan Agama, Budaya, dan
Lingkungan yang terkemuka di Indonesia

Misi

1. Meningkatkan kualitas Profesionalisme
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat
pelaksana Pengelola Keungan dan Aset
Daerah;

2. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan
Pendapatan, Keungan dan Aset Daerah;

3. Meningkatkan Profesionalisme pelayanaan
Pengelolaan Keuangan dan Manajemen
Aset Daerah.

Hasil Penelitian
Uji Asumsi Klasik
Model regresi dalam penelitian yang baik harus
memenuhl uji asumsi klasik, diantaranya ialah
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heterokedastisitas, dan uji  autokorelasi.
Adapun hasil analisisnya yakni sebagai berikut.
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas  bertujuan  untuk
menguji apakah dalam sebuah model regresi,
variabel dependen, variabel independen atau
keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak.Dalam penelitian ini uji normalitas yang
digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov (1
Sample KS) dengan melihat data residualnya
apakah terdistribusi normal atau tidak. Jika
nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka
distribusi data adalah normal. Hasil uji
normalitas adalah sebagai berikut:



Tabel
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 63
Normal Mean 0E-7
a,
E’arameters Std._ _ 1.01734390
Deviation
Most Absolute 102
Extreme Positive 102
Differences Negative -.069
Kolmogorov-Smirnov Z .807
Asymp. Sig. (2-tailed) 533

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari hasil tabel diatas tentang uji
Kolmogrov-Smirnov  pada  penelitian  ini
menunjukkan tingkat signifikansi residual
sebesar 0,533 yang lebih besar dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi dalam penelitian ini dapat digunakan
karena memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen.

Hasil uji multikolineritas adalah sebagai
berikut:
Tabel
Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Nil Nilai Kesimpulan
ai VIF
Tol
enr
ace
Kualitas Sumber Daya | 0.1 891 Tidak  terjadi

multikolinearita
S

Manusia 1

Pemanfaatan Teknologi | 0.1 5.66
Informasi 7

Tidak  terjadi
multikolinearita

s
Tidak  terjadi
multikolinearita
S

Tidak terjadi
multikolinearita

Pengendalian Intern | 0.1 9.97
Akuntansi 0

Pengawasan Keuangan | 0.3 | 3.32
Daerah 0

S

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Pada tabel di atas hasil analisis diatas,

nilai  Tolerance pada semua variabel

independen menunjukkan hasil bahwa nilai

Tolerance > 0,10. Sedangkan nilai VIF pada

kedua variabel independen yang menunjukkan

hasil bahwa nilai VIF < 10, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui ada atau
tidaknya  penyimpangan asumsi  klasik
heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua model regresi.
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model

regresi  adalah  tidak adanya gejala
heteroskedastisitas. Hasil uji
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
Tabel
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel t Sig Keterangan

hit

un

g
Kualitas - > Tidak terjadi
SDM 2.9 | 0,05 | Heteroskedastisitas

6
Pemanfaatan 94 | > Tidak terjadi
Teknologi 0 0,05 | heteroskedastisitas
Informasi
Pengendalian | 2.7 | > Tidak terjadi
Intern 9 0,05 | heteroskedastisitas
Akuntansi
Pengawasan 24 | > Tidak terjadi
Keuangan 9 0,05 | heteroskedastisitas
Daerah
Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan  hasil tabel dengan

pengujian uji glejser menunjukkan bahwa
semua variabel inpenden > 0,05 yang artinya
semua variabel yang digunakan menunjukkan
hasil tidak terdapatnya heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk
mengetahui apakah dalam suatu model regresi
linear terdapat korelasi antar kesalah
pengganggu dengan periode t dengan kesalah t-
1 yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh
kondisi  sebelumnya dengan kata lain
autokorelasi sering terjadi pada data time-
series. Data yang baik adalah data yang tidak
terdapat autokorelasi.Hasil uji autokorelasi
adalah sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji Autokorelasi
Keterangan Ket.
Durbin-Watson 1.963

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Pada tabel diatas nilai Probabilitas F
sebesar 0,272 disebut juga sebagai nilai
probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F
hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%),
sehingga berdasarkan uji hipotesis diterima
artinya tidak autokorelasi.



Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk
ada tidaknya pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
Besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara bersama-
sama dapat dihitung melalui suatu persamaan
regresi berganda:

ngetahui

Tabel
Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
(Constant) 3.566 |1.249
Kualitas SDM -.247 |.083
1 Pemanfaatan TI 874 |.093
Pengendalian IA .342 122
Pengawasan KD 190 ].076

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari tabel tersebut diperoleh persamaan regresi

linear berganda sebagai berikut:

Y =3,566 + -0,247X1 + 0, 874X2 + 0, 342X3+

0, 190X4 + e

Dari hasil tabel diatas, maka dapat dijelaskan

koefisien regresinya sebagai berikut:

a. Konstanta (a) sebesar 3,566, Artinya jika
Kualitas Sumber Daya Manusia -0,247
(X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi O,
874 (X2), Pengendalian Intern Akuntansi 0,
342 (X3), Pengawasan Keuangan Daerah
0,190 (Xa4) nilainya tetap atau sama dengan
nol. Maka Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah(Y) nilai skornya sebesar
3,566.

b. Koefisien regresi variabel Kualitas Sumber
Daya Manusia mempunyai nilai sebesar -
0,247  menunjukkan  bahwa  variabel
Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami
kenaikan sebesar satu satuan dan dengan

asumsi  variabel-variabel  independen
lainnya tetap maka Nilai Informasi
Pelaporan  Keuangan  Daerah  akan

mengalami kenaikan sebesar -0,247.

c. Koefisien regresi variabel Pemanfaatan
Teknologi Informasi mempunyai nilai
sebesar 0,874 menunjukkan bahwa variabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi
mengalami kenaikan sebesar satu satuan
dan dengan asumsi variabel-variabel
lainnya tetap maka Nilai Informasi

Pelaporan  Keuangan  Daerah  akan
mengalami kenaikan sebesar 0,874.

d. Koefisien regresi variabel Pengendalian
Intern Akuntansi mempunyai nilai sebesar
0,342 menunjukkan  bahwa variabel
Pengendalian Intern Akuntansi mengalami

kenaikan sebesar satu satuan dan dengan

asumsi  variabel-variabel  independen
lainnya tetap maka Nilai Informasi
Pelaporan ~ Keuangan  Daerah  akan

mengalami kenaikan sebesar 0,342.

e. Koefisien regresi variabel Pengawasan
Keuangan Daerah mempunyai nilai sebesar
0,190 menunjukkan  bahwa variabel
Pengawasan Keuangan Daerah mengalami
kenaikan sebesar satu satuan dan dengan

asumsi  variabel-variabel  independen
lainnya tetap maka Nilai Informasi
Pelaporan ~ Keuangan  Daerah  akan

mengalami kenaikan sebesar 0,190.
Koefisien Determinasi (R?)
Analisis koefisien
dilakukan untuk melihat seberapa besar
pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengendalian Intern Akuntansi dan
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Determinasi

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R?)
Mod | R R Adjusted R Square | Std. Error of | Durbin-
el Square the Estimate Watson
1 961 | .923 .918 1.05184 1.963

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan
bahwa nilai Adjusted R square yang diperoleh
sebesar 0,918 artinya 91,8% variabel dependen
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
Daerahdijelaskan oleh variabel independen
Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Pengendalian Intern
Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah
dan sisanya 8.2% (100% - 91,8%) dijelaskan
oleh variabel lain diluar variabel yang
digunakan seperti yang diuraikan pada
landasan toeritis sesuai ukuran yang digunakan
dalam penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan
untuk menentukan apakah variabel Kualitas
Sumber Daya  Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Pengendalian Intern
Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah




berpengaruh  terhadap  Nilai  Informasi
Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial.
Tabel
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients?

Model Unstandardize | Stand T Sig.

d Coefficients | ardize

d

Coeffi

cients

B Std. Beta

Error

(Constant) 3.566 |1.249 2.856 | .006
Kualitas SDM -.247 |.083 -.323 | -2.966 | .004
! pemanfeatan 1 | .874 |.093 | .816 |[9.403 |.000
Pengendalian IA | .342 122 322 2.798 |.007
Pengawasan KD | .190 | .076 .166 2.498 |.015

a. Dependent Variable: NIP Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer Diolah 2020
Dari hasil tabel diatas, maka adapun
penjelasannya  dapat  diketahui  dengan
menunjukkan hasil uji t sebagai berikut :
a. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)
Kualitas Sumber Daya Manusia
berpengaruh  signifikan  terhadap  Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara
parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat
signifikan < 0,05 (0,004 < 0,05). Hal ini berarti
Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini
mengakibatkan hipotesis 1 ditolak.
b. Pemanfaatan Teknologi Informasi(Xz)
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi
berpengaruh  signifikan  terhadap  Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara
parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat
signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini berarti
Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh
signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan
hipotesis 2 diterima.
¢. Pengendalian Intern Akuntansi(Xs)
Pengendalian Intern Akuntansi
berpengaruh  signifikan  terhadap  Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara
parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat
signifikan < 0,05 (0,007 < 0,05). Hal ini berarti
Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini
mengakibatkan hipotesis 3 diterima.
d. Pengawasan Keuangan Daerah (Xa)
Pengawasan Keuangan
berpengaruh  signifikan  terhadap

Daerah
Nilai

Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara
parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat
signifikan < 0,05 (0,015< 0,05). Hal ini berarti
Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini
mengakibatkan hipotesis 4 diterima.
Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini  dilakukan  untuk
menguji apakah terdapat pengaruh yang
signifikan antara Kualitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengendalian Intern Akuntansi dan
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara
bersama-sama.

Tabel
Hasil Pengujian Simultan (uji f)

ANOVA?

Model Sum of | Df Mean F Sig.

Squares Square

Regression § 767.545 | 4 191.886 | 173.438 | .000°

Residual 64.169 58 1.106
Total 831.714 | 62

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai
signifikan F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria
pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05
maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia
(X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2),
Pengendalian Intern Akuntansi (Xs) dan
Pengawasan Keuangan Daerah (X4) secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini
ditunjukkan dari nilai signifikan yaitu 0,000 <
0,05. Sehingga jika Kualitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengendalian Intern Akuntansi dan
Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-
sama meningkat, maka Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia
(X1) terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1
variabel independen kualitas sumber daya
manusia berpengaruh negatif terhadap variabel
dependen nilai informasi pelaporan keuangan
daerah. Hal ini berarti semakin rendah nilai
kualitas sumber daya manusia, maka akan
semakin menurun nilai informasi pelaporan
keuangan daerah.



Hal ini menunjukkan bahwa bahwa
ketika kualitas sumber daya manusia dihasilkan
dengan baik dan terampil sesuai dengan kinerja
individu maka nilai informasi pelaporan
keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan
informasi pelaporan keuangan yang baik dan
benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Harahap dan Ahmad Jufri (2016), Wirmi Eka
Putra  (2017), Harlinda (2017), vyang
memperoleh hasil penelitian bahwa
Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja
Karyawan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi
(X2) terhadapNilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2
variabel independen pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh positif terhadap variabel
dependen nilai informasi pelaporan keuangan
daerah.Hal ini berarti semakin tinggi nilai
pemanfaatan teknologi informasi, maka akan
semakin meningkat nilai informasi pelaporan
keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan
dengan baik dan terampil sesuai dengan
prosedur yang ada maka nilai informasi

pelaporan keuangan daerah akan senantiasa
menghasilkan informasi pelaporan keuangan
yang baik dan benar serta sesuai harapan
bersama.Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri
(2016), Harlinda (2017), yang memperoleh
hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh terhadap nilai informasi
pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi
(Xs) terhadapNilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3
variabel independen pengendalian intern
akuntansi berpengaruh positif terhadap variabel
dependen nilai informasi pelaporan keu angan
daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai
pengendalian intern akuntansi, maka akan
semakin meningkat nilai informasi pelaporan
keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa
ketika ~ pengendalian intern  akuntansi
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
dengan prosedur yang ada maka nilai informasi
pelaporan keuangan daerah akan senantiasa
menghasilkan informasi pelaporan keuangan
yang baik dan benar serta sesuai harapan

bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri
(2016), Patras Thebora, Jenny Morasa dan
Sintje Rondonuwu (2017), Wirmi Eka Putra
(2017),dan Harlinda (2017), yang memperoleh
hasil penelitian bahwa pengendalian intern
akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi
pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah
(Xs4) terhadapNilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4
variabel independen pengawasan keuangan
daerah berpengaruh positif terhadap variabel
dependen nilai informasi pelaporan keuangan
daerah.Hal ini berarti semakin tinggi nilai
pengawasan keuangan daerah, maka akan
semakin meningkat nilai informasi pelaporan
keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kketika
pengawasan keuangan daerah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang
ada maka nilai informasi pelaporan keuangan
daerah akan senantiasa menghasilkan informasi
pelaporan keuangan yang baik dan benar serta
sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Fitirni Mansur,
Eko Prasetyo dan Reyka Maiyarni (2017),
Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje
Rondonuwu (2017), yang memperoleh hasil
penelitian bahwa pengawasan keuangan daerah
berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan daerah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan (uji F),
menunjukkan bahwa Kualitas Sumber
Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi
dan Pengawasan Keuangan Daerah secara
simultan berpengaruh terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

2. Hasil uji parsial (uji t), menunjukkan
bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia,

Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengendalian Intern  Akuntansi dan
Pengawasan Keuangan Daerah
berpengaruh terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini
dibuktikan dengan tingkat signifikan <
0,05 (0,000 < 0,5). Hai ini berarti semua



variabel independen berpengaruh
terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah sebagai variabel
dependen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan

saran-saran sebagai berikut :

1. Kantor BPKAD Kota Palopo harus
senantiasa mempertahankan  Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Pengendalian Intern
Akuntansi dan Pengawasan Keuangan
Daerah yang baik karena hal ini menjadi
perhatian keunggulan dan tindakan yang
positif demi mempertahankan Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah
yang baik dan benar serta menjadikan
instansi tersebut dapat dipercaya dari
pihak dalam maupun pihak luar yang
berkepentingan.

2. Kantor BPKAD Kota Palopo harus selalu
meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah agar senantiasa terjaga
kepercayaan dari pihak dalam maupun
pihak luar instansi serta sekaligus
tanggung jawab instansi untuk senantiasa
bersikap akuntabel dan transparan.

3. Bagi para penulis selanjutnya agar
kiranya melakukan penelitian yang lebih
mendalam lagi tentang kualitas sumber
daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, pengendalian intern akuntansi
dan pengawasan keuangan daerah,
semoga penilitian ini bermanfaat sebagai
salah satu tempat untuk mendapatkan
informasi  tentang  nilai  informasi
pelaporan keuangan daerah, guna untuk
melakukan penelitian-penelitian  yang

kebaharuan selanjutnya.
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